
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 84 TAHUN 2017  
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG 
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan 
kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja 

setiap instansi pemerintah, Bupati telah menetapkan 
Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang 

Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018; 

b. bahwa sehubungan indikator kinerja utama pemerintah 
daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
kebutuhan dan indikator kinerja utama SKPD yang 

ditetapkan oleh Bupati maka Peraturan Bupati Nomor 87 
Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 
2014-2018 perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang Penerapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;  
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

SALINAN 



Indonesia Nomor 2851); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembarana 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara  dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015  tentang  
Pedoman Evaluasi atas Implementasi  Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 



 

  13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2016 Nomor 11); 

14. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2015 tentang 
Penerapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015             
Nomor 87); 

 

  

  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2015 TENTANG 
PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2014-2018. 

 
  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 
Tahun 2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-
2018 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 
Nomor 87) diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 4 
Indikator Kinerja Utama SKPD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

 
  2. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 6 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 
  Pasal 6 

(1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah 
Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang 
Tahun 2014-2018. 

(2) Penetapan Indikator Kinerja Utama SKPD mengacu 
pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan 

Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018. 
(3) Indikator Kinerja Utama pada setiap tingkatan unit 

organisasi meliputi indikator kinerja keluaran 
(output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah 
paling kurang memuat indikator hasil (outcome); 

dan 
b. Indikator Kinerja Utama SKPD paling kurang 

memuat indikator hasil (outcome) sesuai dengan 
urusan, fungsi dan tugas serta indikator keluaran 
(output) untuk unit kerja dibawahnya; 

(4) Penetapan Indikator Kinerja Utama selain mengacu 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga 



mempertimbangkan beberapa hal yaitu : 

a. kebutuhan informasi kinerja untuk 
penyelenggaraan akuntabilitas kinerja; 

b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan 
c. kelaziman pada bidang tertentu dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 
 

  3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 
2015 tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 

2014-2018 diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

  Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
   

 
Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 29 September 2017                       

 
BUPATI SUMEDANG, 

 
ttd 

 
EKA SETIAWAN 

 

Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal 29 September 2017 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 

 
ZAENAL ALIMIN 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2017 NOMOR 84 
 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
ttd 

UJANG SUTISNA 
NIP. 19730906 199303 1 00



 

 

 


